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INTISARI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo
3eraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
\lomor 3 tahun 1997 diatur tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran
anah khususnya bidang tanah yang belum terdaftar dilakukan
lendaftaran tanah pertama kali yang memerlukan tanda bukti kepemilikan
itas tanah. Pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali untuk tanda
tukti tertulis lengkap atau tidak lengkap dilakukan dengan proses
>enegasan konversi. Di Kabupaten Banyuwangi masih terdapat tanah-
anah bekas hak yasan yang belum didaftarkan oleh pemiliknya. Untuk
nendaftarkan hak atas tanah tersebut diperlukan alat bukti tertulis yang
»ada saat ini kadar kebenarannya sulit dipastikan karena sudah
nengalami beberapa peralihan. Dari hasil survei pendahuluan pada
Cantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi terdapat perbedaan dalam
ielaksanaan penegasan konversi dengan PMNA/KBPN No.3/1997.
lehubungan dengan fakta tersebut penelitian bertujuan untuk mengetahui
elaksanaan penegasan konversi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
lanyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
eskriptif, yaitu metode penelitian untuk menggambarkan suatu proses
tau peristiwa. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif
aitu menekankan pada segi pengamatan langsung sehingga dapat
ilihat fenomena yang terjadi dan hal yang melatarbelakangi. Teknik
engumpulan data dilakukan dengan cara wawancara yaitu tanya jawab
engan aparat Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang terkait
engan pelaksanaan penegasan konversi, dan dokumentasi yaitu
lencari data pada arsip-arsip/warkah penegasan konversi pada Kantor
ertanahan Kabupaten Banyuwangi. Analisis data dilakukan dengan
ibulasi yaitu data-data yang didapat dikelompokkan dalam tabel dan
ibandingkan dengan peraturan kemudian dicari persamaan dan
erbedaan. Dari perbedaan-perbedaan yang ada dicari penyebabnya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegasan
Dnversi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi terdapat
erbedaan dengan PMNA/KBPN No. 3 Th. 1997, pada : 1. Syarat
Blengkapan terdapat syarat yang tidak terdapat pada PMNA/KBPN
H997 namun dianggap perlu, hal ini lakukan untuk mendukung dan
lemperkuat bukti-bukti kepemilikan yang tidak lengkap, 2. Semua
srmohonan dikategorikan permohonan dengan alat bukti tidak lengkap,
al ini diterapkan untuk mengantisipasi manipulasi data kepemilikan. (3)
enilaian awal yang dilaksanakan Kepala Seksi Pengukuran dan



Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Banyuwangi
:ukup tinggi yaitu + 1000 permohonan/perbulan.

Penerapan Ketentuan di atas merupakan kebijakan intern Kantor
'ertanahan Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan untuk meminimalkan
ikibat hukum dikemudian hari dengan cara menempuh prosedur yang
lianggap lebih baik karena masalah pertanahan merupakan masalah
ang rawan.
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BAB I

PENDAHULUAN

\. Latar Belakang Penelitian

Sebelum berlakunya Undang-undang Pokok Agraria, hukum

tanah yang berlaku di Indonesia mempunyai sifat dualisme yaitu

berlakunya hukum adat dan hukum agraria yang didasarkan atas

hukum barat. Bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak

menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan hal tersebut maka

diundangkan hukum agraria nasional yang berdasarkan atas hukum

adat tentang tanah yang sederhana dan menjamin kepastian hukum

bagi seluruh rakyat Indonesia

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria

(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau lebih dikenal dengan

UUPA), maka di seluruh wilayah Indonesia berlaku Hukum Tanah

Nasional yang satu. Ini berarti sejak saat itu seluruh hak atas tanah

yang sudah ada dikonversi menjadi hak-hak yang sesuai dengan apa

yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria.

Hak atas tanah menurut hukum adat sebagian besar belum

dicatat atau didaftarkan pada instansi yang berwenang mengadakan

pendaftaran tanah, karena sampai saat ini masih ada hak milik adat

atau vasan vann he»lum riiriaftarkan kp Kantnr Pprtanahan cotpmnat



kepentingan terhadap tanahnya, misalnya akan dijual, dihibahkan atau

akan dijaminkan.

Dalam rangka pendaftaran tanah, Pemerintah membuat

kebijakan yang sejalan dengan tujuan UUPA yang antara lain

meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Tanah Nasional,

meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan

kesederhanaan hukum pertanahan, serta memberi kepastian hukum

mengenai hak-hak atas tanah.

Upaya yang dilakukan Pemerintah memberikan kepastian

hukum terhadap pemegang hak atas tanah yaitu dengan melakukan

kegiatan pendaftaran tanah sesuai pasal 19 UUPA pasal 1 yang

berbunyi "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan

pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan

ketentuan yang di atur dengan Peraturan Pemerintah", sedangkan 23,

32 dan 38 UUPA menginstruksikan kepada pemegang hak atas tanah

untuk mendaftarkan setiap peralihan haknya, bertujuan agar mereka

memperoleh pembuktian yang kuat dan syarat sahnya mengenai

peralihan hat tersebut.

Pelaksanaan pendaftaran tanah khususnya atas bidang-

bidang tanah yang belum pernah didaftar, dilakukan pendaftaran tanah

pertama kali yang memerlukan suatu alas hak adanya kepemilikan

atas tanah Tanda hiikti s^hanai hnkti awal arlanua kpnpmilikan ata<i



atau letter D Desa, dan sebagainya. Hak-hak lama atas tanah adat ini

sejak berlakunya UUPA secara hukum sudah dikonversi menjadi salah

satu hak atas tanah sebagaimana diatur menurut UUPA. Hak-hak lama

atas tanah yang dapat dikonversi menjadi menjadi hak milik, antara

lain diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria Bagian kedua

mengenai Ketentuan-ketentuan Konversi, sebagai berikut:

1. Pasal I ayat (1) menyatakan : Hak Eigendom atas tanah yang ada

mulai berlakunya Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi

Hak Milik, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat

sebagai yan tersebut dalam pasal 21 (UUPA - Pen).

2. Pasal II ayat (1) menyatakan : Hak-hak atas tanah yang memberi

wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang dimaksud

dalam pasal 20 ayat (1) seperti disebut dengan sebagaimana

dibawah, yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu :

hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe,

hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht,

altiddurende erfacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan

hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih

lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang

ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika

yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut

dalam nasal 21 (UUPA - Pen)



Ketentuan konversi tersebut bersifat umum, sehingga

diperlukan peraturan yang mengatur lebih khusus, yang selanjutnya

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang

Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Pertanian dan

Agraria(PMPA) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan

Pendaftaran Bekas Hak Adat Atas Tanah. Dalam pelaksanaannya

menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 sampai

dengan tahun 1997 baru sekitar 29,64% yang terdaftar dari 55 juta

bidang tanah. Hal ini disebabkan jumlahnya banyak dan tidak didukung

bukti-bukti yang jelas serta tidak terdaftar, berbeda dengan hak-hak

tanah bekas hak barat yang jumlahnya sedikit dan sudah terdaftar

(Soediro, 2000:18). Oleh karena itu diperlukan peraturan baru yang

mengatur pendaftaran tanah dengan mekanisme yang sederhana.

Sebagai tindak lanjut untuk memenuhi maksud tersebut

diatas, Pemerintah Republik Indonesia pada tangal 8 Juli 1997 telah

mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah, pada Lembaran Negara No. 57 Tahun 1997 dan

Tambahan Lembaran Negara No. 3696 Tahun 1997. Kemudian

disertai ketentuan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentana Pendaftaran Tanah Kedua Peraturan itu mulai



berlakunya kedua peraturan tersebut, maka Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria

Nomor 2 Tahun 1962 tidak berlaku lagi. Untuk meningkatkan kualitas

pelaksanaan pendaftaran tanah, diatur lebih lanjut dalam Instruksi

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1998 tentang Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Pelayanan

Masyarakat di Bidang Pertanahan.

Dengan persyaratan dan mekanisme pelaksanaan penegasan

konversi yang mudah dan sederhana seperti yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo PMNA/KBPN Nomor

3 Tahun 1997, diharapkan proses untuk mendapatkan sertipikat hat

atas tanah yang berasal dari tanah hak milik adat menjadi lebih

mudah.

Sampai saat ini di Kabupaten Banyuwangi masih terdapat

tanah-tanah bekas yasan yang belum didaftarkan oleh pemiliknya atau

oleh orang yang menguasai secara fisik tanah tersebut. Untuk

mendaftarkan hak atas tanah tersebut diperlukan alas hak yaitu bukti

tertulis yang terdapat pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 pasal 76 ayat 1.

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi masih

melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah bekas

Hak Milik Adat (vasanl melalui neneaasan konversi sehanaimana
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Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan penelitian awal pelaksanaan

pemohonan penegasan konversi di Kantor Pertanahan Kabupaten

Banyuwangi, dilaksanakan dengan proses pengakuan hak. Produksi

sertipikat permohonan penegasan konversi/pengakuan hak pada

Kantor Pertanahan Banyuwangi + 300 permohonan perbulan yang

merupakan jumlah yang cukup besar maka, penyusun mengadakan

penelitian dengan judul : STUDI PELAKSANAAN PENEGASAN

KONVERSI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

I. Permasalahan

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti

adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan penegasan konversi di Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyuwangi ?

I. Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Proses pelaksanaan penegasan konversi tanah milik perorangan

kegiatan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik.

2. Proses administrasi yang menyangkut pengumpulan dan penelitian

data yuridis bidang tanah, yang ditinjau dari jenis alat bukti

kenemilikan biriann tanah vann dilamnirkan dalam nermnhnnan



3. Data penegasan konversi diambil antara bulan Januari sampai

dengan Desember tahun 2003.

). Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan penegasan konversi pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan di bidang

Pendaftaran tanah khususnya mengenai penegasan konversi,

untuk pelaksanaan tugas dikemudian hari.

b. Diharapkan memberikan sumbangan kearah pemecahan

masalah yang terkait dengan penegasan konversi, kepada

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan memberikan

masukan untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang

pertanahan kepada masyarakat.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan bab-bab sebelumnya

dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan ketentuan penegasan konversi

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3

Tahun 1997 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi terdapat

perbedaan adalah sebagai berikut

1. Terdapat tambahan persyaratan kelengkapan permohonan yang

disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Banyuwangi

2. Permohonan dengan alat bukti lengkap dikategorikan sebagai alat

bukti tidak lengkap, sehingga Panitia A perlu untuk meneliti dan

memeriksa data yuridis ke lapangan.

3. Penelitian permulaan data yuridis bidang tanah berupa dokumen

alat bukti oleh Kepala Seksi P dan PT tidak difungsikan, sehingga

tidak ada pemilahan berkas permohonan antara alat bukti lengkap

dan tidak lengkap.

Penerapan ketentuan di atas merupakan suatu kebijakan

intern Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, hal ini dilakukan

untuk meminimalkan akibat hukum dikemudian hari dengan cara
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Saran

1. Syarat kelengkapan yang harus dilampirkan dalam permohonan

penegasan konversi sebaiknya tidak terlalu banyak, karena hal ini

akan menyulitkan pemohon dalam melengkapi permohonan

tersebut.

2. Dalam hal pengumpulan dan penelitian awal data yuridis oleh

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah difungsikan,

dengan jalan menunjuk staf yang mampu melaksanakan

pekerjaan tersebut untuk membantu Kepala Seksi Pengukuran

dan Pendaftaran Tanah melaksanakan penelitian awal.

3. Untuk kepastian jangka waktu proses penegasan konversi hak

milik adat sebaiknya ada jangka waktu untuk setiap pekerjaan

pelaksanaan penegasan konversi
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